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bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah
^amana!5ksxi  Ur^an&-\HKlasi^^  No^^*  ^2 Tahua 2^04^^
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Taxnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teiah beberapa fcaii drabaifr teraktirr
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang
Pemefintahan Daefdh (Lenidafan Negafa RepUolik Indonesia Tapiin
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-
Nomor 4844); jungkto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,  dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nnmat 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), pada
sub Bidang Perhubungan Darat sub-sub bidang lalu lintas dan
angkutan jafan adafah penyefenggaraan hranajcmen dan rdkayasa lain

lintas di jalan Kabupaten/Kota;
bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon perlu
diseienggarakan dengan menginiergrasikan semua kornponen iaiu
lintas dan angkutan jalaii ke dalam satu kesatuan yang mencakup

sduruh kebijakan Pemerintah Kota Ambon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daeirah tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pasal 18 ayat (<S) LTndang-IAidang Dasar Ncgara Republik Indonesia

Tahun 1945;
Undang,-Undan^ Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darur^t Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku
Sehsgsi Undang-Undang (Lamharan Negara Tahun 1957 Nomor 80)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aetna ^^Jrana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoir 3209);

yang

I

I.Mengingat

Menimbang    : a.

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR-5TAHUN 20ii

TENTANG

PENYELE2YGGARAAN LALU LINTAS ^AN A^GKUTA^ JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200^ tentang Perlidungan dan

Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);?

6.Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
D^erah ^L?mbaran Neefjra. Rermbjik Indonesia Tshun 20Q8 Nornor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tafiibaliaii Leffibafaii Negara Republik Indonesia NOffiOf 4725);

11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);  '  •

12.Undang-Undang Nomor 28 Taliun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor  130,
tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan
Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 30) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 4139);



14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran N^gara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 3530);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5
Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya
Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
1 /xrT xt.__ c o: rxxTii\.yyy^ iNomor j ^en u lvumor n);

21.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233);

Dengam Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

. MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah. ini yang dimaksud dengan ;

1.  Kota adalah Kota Ambon.

IP'



dan kedalaman ruang bebas tertehtu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.

17. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu
yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

18 Rn^na Pi>noflwnnn Tninn ndni^h m^na ennni^na Hi Inpf T^apnuh \/fi1itr  Tni^n var^o

dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan
diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan kontruksi Jalan.

19.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Tidak Bermotor.

20.Pembina Jalan adalah Dinas yang melakukan urusan pemerintahan dibidang sarana dan
prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan.

21.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain Kendaraan yang beqalan di atas rel.

22.Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan dengan atau tanpa rumah-rumah yang
digerakan dengan tenaga manusia.

8.. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu
Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

9.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

10.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

11.Jaringan Lain Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang
kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
jalan.

12.Simpul adalah tempat yang dipertuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda
yang berupa Terminal, pelabuhap laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar
udara.

13.Moda adalah j enis-j enis sarana yang tersedia untuk melakukan perj alanan.

14.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah
Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

15.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi Lalu Li^tas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali j alan rel dan j alan kabel.

1f\   Rnsvno \Aanfaat TsH^n ^H^inli nianff <M.n^Tiiar<o i^^ian vnno Hihat^sji o1h 1<Knr d^n tinaoi
AAA."~"^ A.AAAAAAAAAA* ^AAAAAAA AAAAAAAyA..   AAAAAA^ A.^j^AAAAjAAAA^ ^^M.1 ^AAAA^ AAAA^VAAAAAAA AAA^/AA 'V^  ^1 AAAA^^A

2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3.Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat kota lainnya sebagai Badan
EksekutifKota.

4.Gubemur adalah Gubernur Provinsi Maluku.

5.Walikota adalah Walikota Ambon.

6.Dinas adalah Dinas teknis yang menangani pekeijaan lalu lintas dan angkutan jalan di
Pemerintah Kota Ambon.

7.Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perserban
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang
ScjcniS, Iclubaga, uaTia pcuSiun, bentuk uSaha ictap Sena bentiik bauan liSaba lailuiya
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23.Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bennotor dan Kendaraan Tidak Bennotor
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

24.Ksndaraan Khusus adalah Kcndarsaii Bcrniotor s^i^in darin2d2 Kcndaraan Bsnnotor
untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk

keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

25.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua atau Kendaraan Bermotor beroda

tiga dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping.

28.Angkutan Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi paling
banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

29.Angkutan Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan)
tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

30.Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor  selain Sepeda Motor,  Angkutan

Penumpang, Angkutan Bus dan Kendaraan Khusus.

31.Angkutan Antar Rota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang
melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan

Angkutan Bus yang terikat dalam trayek.

32.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota
atau Wilayah ibukota Kota dengan menggunakan Angkutan Bus atau Angkutan

Penumpang yang terikat dalam trayek.

33.Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah

Kota yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kota
dengan menggunakan Angkutan Bus atau Angkutan Penumpang yang terikat dalam

trayek.
34.Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki

wilayah Kecamatan yang berb^itasan langsung pada Kota atau Kota lainnya dalam

Provinsi.
35.Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang

melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan

simpul yang berbeda.

36.Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan Angkutan Penumpang yang
melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa Pengemudi dalam wilayah

operasi yang tidak terbatas.

37.Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan Angkutan Bus yang
dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di
luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial

lainnya.
38.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang

dirancang untuk ditarik dari sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor

penariknyA.
39.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang

dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bennotor

penariknya.
40.Pengujian Kendaraan Bermotor  adalah serangkaian kegiatan menguji   dan/atau

memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyratan teknis dan laik jalan.



41.Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan memeriksa
bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan
khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.

42.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan.

43.Uh Bsrk^l^. ^d^icih rtsnru'i^ti kcndsrs^n bsrmotor v^n dilskuk^n sccsrs bcrksls.

44.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan
legtimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

45.Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan
dan/atau dibesituakan dalam satuan prosentase.

46.Pcn^u'l sdslsh ssti^n Pc^&w^i Ncacri Sinil vsna telsh mcn^ikuti dcm dinvdt^k2n lulus
pendidikan dan latihan serta memiliki kualitas teknis tertentu dalam bidang pengujian
kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur
T11 T>1...1T~j.
jcnucrai reinuuiuigaii umm.

47.Bengkel  Umum Kendaraan Bermotor  adalah bengkel  umum yang berfungsi
membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi
persyaratan teknis dan layak j alan.

48.Bengkel Khusus adalah bengkel yang berfungsi dan khusu melayani, membetulkan,
merawat kendaraan dengan rnerk tertentu.

49.Bengkel Terdaftar adalah bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian
kendaraan bermotor.

50.Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan
perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis
dan layak jalan.

51.Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai
bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

52.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau
barang, serta perpindahan moda angkutan.

53.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang.

54.Parkir adalah ksadaan Kcndaraau bcrhsnti atau tidak bcracrak untuk bcbcrana saat dan
ditinggalkan pengemudinya.

55.Berhenti  adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak
ditinggalkan pengemudinya.

56.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf,
nnok^  Iraiimflt  Hnn/at^n nprnaHiinn vnno hprfiirtot^ ichaoai . n^rinoatnn laranoan
UUb*V**JiVU.*^*^*^AAAAA.AAAAA.ASA>A^SAAAA1 '" 1I^J ****^AAA.A AAAAA^AAAA>A.AAAAg,AAA^.AAAAAA^AAAAAAA,AAAA AAAA^AAAA,
perintah, afau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

57.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan
Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis
melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu
Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

58.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat
lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang
dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

59.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum maupun badan yang tidak berbenluk
badan hukum dan perseorangan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan Kendaraan Umum.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Peraturan daerah ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan
Analnifan T^ian vann aman ^1amat t/r+iK d^n lanrnr m*1a1iii •

a.Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

b.Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan; dan

c.Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan
Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota diselenggarakan dengan tujuan :

a.Terwujudnya peiayanan Laiu Lintas dan Angkutan Jaian yaftg aman, seiamat, tertib,
lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian
nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b.Terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya bangsa; dan

c.Terwujudnya penegakan hukum dan kepastlan hukum bag! masyarakat.

60.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan jasa Perusahaan
Angkutan Umum.

61.Psnsmudi nd^dsk orsn0 v2ncr msnosmudik2h Kendsr^fm Bsrmotor dtm tidnk bsrmotor
di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

62.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak
Kendaraan.

63.Pejalan Kaki adalah setiap prang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
64.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jaian untuk berLaiu Linias.
65.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan

mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun
tidak terjadwal.

66.Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau Badan yang memiliki
kendaraan untuk kegiatan pengangkutan penumpang dalam trayek tertentu.

67.Izin Usaha Angkutan orang dan barang adalah izin yang diberikan kepada seseorang
atau Badan yang memiliki kendaraaan untuk kegiatan pengangkutan orang dan barang di
jalan dengan kendaraan umum dan bukan umum.

68.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatiian
jaringan pelayanan angkutan orang.

69.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang imtuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
yang memuat ketentuan pidana.



Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 7

Untuk memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke

berbagai pelosok kota, Pemerintah Kota merencanakan pembangunan dan pemeliharaan

Jalan dan Jembatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 memuat hal-hal sebagai berikut:
a.Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh Ruang Lalu Lintas;

b.Prakiraan perpindanan orang dan/'atau barang menurui asal dan tujuan perjalanan;

c.Arah kebijakan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;

d.Rencana kebutuhan Lokasi Simpul;
e.Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.

(2^ Arah kebiiakan sebacaimana dimaksud avat (1) huruf c. meliouti oenetanan rencana
angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

(3)Rencana kebutuhan lokasi simpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d,
meliputi Rencana Kebutuhan Terminal Transportasi Jalan, Terminal Angkutan Sungai

dan Danau, Pelabuhan Penyeberangan, dan Pelabuhan Laut.
(4)Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lihtos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

meliputi rencana kebutuhan ruas jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

\Pasal 5

BAB IV
JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

I:
Bagian Pertama

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4

(1)Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan si^em Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang ingin dicapai agar terpadu dengan moda transportasi lainnya,

Pemerintah Kota menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peran,

'KapaSitaS i^aiii LiBtaS, uali KelaS Jaiali.
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Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu,
dinyatakan sebagai jalan umum dan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan
kepada Pemerintah Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 2

Pcngendalian Lingkungan Jalan

Pasal 11

(1)Jalan sebagai prasarana transportasi terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik
Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

(2)Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hams dikendalikan pemanfaatan dan
penggunaannya agar tidak menimbulkan kemsakan Jalan dan fasilitas pemmjangnya

serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.

(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui:

a.Penetapan dan/atau pengaturein Garis Sempadan Jalan;

b.Pengendalian pembukaan Jalan masuk;

c.Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada Ruang Milik Jalan dan Ruang
Pengawasan Jalan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf1

Penetapan Jaringan Jalan dan Jalan Umum

Pasal 9

(1) Setiap jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan
penetapan jaringan Jalan yang meliputi penetapan : status, fungsi, kelas Jalan, Muatan
Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan dan kecepatan rencana;

(2Y Jarinean ialan sebaeaimana dimaksud dalam avat (\) ditetaokan denean Peraturan
Walikota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kota berwenang mengatur penyelenggaraan jalan kota.

(2)Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat   (1)   meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 8

(1)Badan dan/atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan

memperhatikan kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
mendapat persctujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan penmdang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 16

Untuk melaksanakan pembayaran dan/atau pungutan retribusi dispensasi jalan, Walikota

menetapkan dan membangun tempat-tempat pembayaran atau pos pembayaran retribusi yang

dilengkapi dengan peralatarrjpenimbangan muatan kendaraan dan peralatan lain yang
dibutuhkan.~"~~~~~"~~~"

Pasal 15

(1)Penggunaan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) hanya
dibolehkan setelah keluarnya izin dispensasi dari Walikota.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a. Kemampuan daya dukung jalan (kelas jalan);  ^

a.Muatan Sumbu Terberat (MST) ;   f

b.Dimensi Kendaraan.    v"

(3)Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Walikota.

b.Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat
(MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;

c.Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu
daerahiertentu-,-—^'""

d.Mobil barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Bagian Ketigft ^^pert

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 14

(1)Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan
tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang;

(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:

a. Mobil barang dan/atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya

Pasal 12

Setiap orang yang memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan harus mendapat izin Walikota.

Pasal 13

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lalian pada Ruang Milik Jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.^'
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Bagian Pertama

Pendataan Kendaraan Bermotor

Pasal 21

Pendataan kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pasal 20

huruf a meliputi :
a.Pengecekan administrasi kendaraan; dan

b.Pendaftaranjenis dan tipe kendaraan

Pasal 20

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi:

a.Pemeriksaan kendaraan bermotor;

b.Penguiian kendaraan bermotor;

c.Pemeliharaan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

BAB V
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta

kelestarian lingkungan, Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan

bermotor.

Pasal 18

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan pada tempat-tempat yang
telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi dengan

alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.
(2)Peneiapan ieniang iempai-iempai yang ielah diieiapkan sebagaimana dimaksud ayai (i)

diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

(1)Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan mobil barang.

(2)pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh

kendaraan di luar kemampuan daya dukung j alan.'
I;

Bagian Keenrpat U f^^^

Pengawasan Penggunaan Jalan



12

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Persyaratan Kendaraan Bermotor

Pasal 22
(1)Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b wajib

dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan.

(2)Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.Mobil bus umum dan tidak umum;*

b.Mobil penumpang umum ;

c.Mobil barang umum dan tldak umum;

d.Kereta gandengan dan kereta tempelan;

e.Kendaraan khusus;

f.Angkutan khusus.

(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terdiri dari:

a.Susunan

b.Perlengkapan

C. Ukuran

d.Karoseri
e.Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya

l.  x cuxll^iaxl

g. Penggunaan

XX*   X *-*' ^lK/1 ^ 1VISj* I fclMI I A.VI1VH 11 CXLLXX U^llll^lOi ^lCLll/ UlUAA.•

i. Penempelan Kendaraan Bermotor.

(ll\ P^T^jx^^rsit'^i^ T .5nV" Tfi15^n Q^r^5KT5>iTrmT^ Hifv^5iV"ciiH He^i^^ti^ o\/^^ 11 i /i 1 T^*fi^rilrsin ^xl^n iii^*i"m

minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

a.Emisi gas buang kendaraan bermotor;

b.Kebisingan suara kendaraan bermotor ;

c.Efesiensi sistem rem utama;

d.Efesiensi sistem rem parkir;

e.Kincup roda depan;

f.Tingkat suara kiakson;
g.Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

h.Radius putar;

i. Alat penunjuk kecepatan;
j.   Kekuatan untuk keqa dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan

lapisan;
k. Kedalaman alur ban luar; dan

1.  Sound system pada kendaraan.
(5) Pemeriksaan terhadap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

dilakukan dengan pengujian kendaraan bermotor.

!
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Pasal 26

(1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji diselenggarakan oleh
Dinas.

g. Penetapan tanggal uji berkala.

Pen^uusn berk^la v2^a ^^rtania s^bag^ini^na di^aksiid pada ayat (!) dilaksanakan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkanriya Surat Permohonan
Pendaftaran Uji Berkala (SPPUB).

1

^ Pen^u

Pasal 25

(1)Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak diterbitkan Surat
\                    Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk pelaksanaan pengujian

berkala yang pertama kali pada Dinas.

(2)Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Permohonan Pendaftaran Uji Berkaia

(SPPUB).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan sekurang-

kurangnya memuat:

a.Nama pemilik;

b.Alamat pemilik;
c.Nomor Kendaraan;

d.Nomor uji kendaraan;

e.Jenis / merk / tipe kendaraan;

Pasal 24

Kewajiban vmtuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2)
selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf1
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 23

(1)Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dan ayat
(4) harus sesuai dengan rancang bangun jenis kendaraan wajib uji sebagaimana

dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).

(2)Selama masa operasi di jaian, kendaraan wajib uji, harus :

a.Dilakukan pengujian berkala;

b.Dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
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Pasal 30

(1)Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku
uji, tanda uji berkala dan tanda samping.

(2)Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a.Masa berlaku;

b.Berat kosong kendaraan ;

g.  Pelayanan perubahan status dan perubahan bentuk kendaraan bermotor.

(2) Ketentuan mengenai retribusi pemeriksaan teknis diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 29

(1) Pemilik kendaraan wajib uji vane melakukan pemeriksaan teknis dikenakan retribusi
untuk:

a.Pelayanan pemeriksaan teknis dan administrasi kendaraan bermotor;

b.Pelayanan pencucian kendaraan bermotor;

c.Pelayanan pengecatan tanda samping;

d.Jasa peiayanan pemeiiharaan'dan perbaikan ppiataran;

e.Pelayanan mutasi kendaraan bermotor;

fPolo^onon iTttt niiTntwnrt nii V-on^^oraon \^armr\^r\r •
X.X ^l!XJ>tU.UXU XXOX^ lliUXlJ^fCUxg UJI XM1UU1UU11 UW1U1UIV1 t

ill   K ^r^ioroon ^rotih nti  vanrr olroti nilol/^tl/-on n>m^riirccion t^lrnto home rlolom Ir^orloon
\ J   Al^.WAAO.ttl ttttlA  Vf tlf At/  ttf A  J ttAA^^ ttiVttlA ^AAAttAVttl^.ttlA |/WAAAWA AXVx^ttttlA tWAVAAAk^  AAttl U^ \AttAttAAA AVWtttAtAtAAA

bersih dan siap untuk diperiksa.

(2) Dinas dapat menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil
kendaraan bermotor yang didukung dengan peralatan yang memadai guna menunjang
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

t^^nto T^onic rioiam
kWAVAAA^ AAtAA t*^ \AtlAtAAAAUf At/  t*J A  J tUAV1  U

. .1

Pasal 28

Pasal27

Pemerintah Kota menyediakan peralatan sesuai kebutuhan untuk operasional unit pengujian
statis maupun unit pengujian keliling.

(2)Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilaksanakan di Unit
Pengujian Kendaraan Bermotor.

(3)Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit
Pengujian Keliling.

(4)Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan
terhadap kendaraan wajib uji luar daerah yang terjaring operasi laik jalan.
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d. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA) khusus untuk kendaraan angkutan umum.

Pasal 32

(1) Pengujian berkala hams dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.

h. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) bagi mobii penumpang umum dan bus umum.

i.  Svirat Keterangan TERA (untuk mobil tangki).

(2)Terhadap kendaraan wajib uji yang belum memiliki sertifikat uji tipe pelaksanaan
pengujian berkala untuk yang pertama kali wajib melampirkan Surat Keterangan Hasil
Uji Mutu.

(3)Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas
selambat-lambatnya pada saafmasa uji berakhir dengan melampirkan:

a.Surat Tanda Nomor Kendaraa.1 (STNK);

b.Buku uji;

o.  Kartu Psngawasan (KP) khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum;

k (SPIT) b

Pasal 31

(1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib
melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :

a.Surat Permohonan Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor (SPPUB);

b.Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
d.Bukti pelunasan biaya uji;

e.Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) ;

f.Sertifikat Registrasi Uji Mutu;

g.Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan;

C.  Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan
bermotor tunggal;

d.Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan,
jumlah berat yang diizinkan dan jumlah kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan
bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;

e.Daya angkut orang dan barang ;

f.Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

g.Muatan Sumbu Terberat (MST).t

(3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tir^air Vipriakii laai atau Hir.aVnit anaViila •
AA AAA^^LA ^^ ^^A AAAA A AA AAA A^A AAAAAAA AAA ^^ AA^^ AAA AA^^ AA^^ AAAA A

a.Sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak melaksanakan pengujian kembali;

b.Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan
tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c.Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
disebabkan karena perubahan teknis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
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Pasal 35

(1)Pemilik kendaraan bermotor wajib uji harus menguji kendaraanya ke tempat dimana
kendaraan itu berdomisili.

(2)Pemindahan pengujian berkala sebagaimana  dimaksud pada ayat   (1)   harus
mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(3)Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan w^jib uji dapat
dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis serta mendapat rekomendasi Dinas dan
dikenakan retribusi.

(4)Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan
bermotor setelah mendapat rekomendasi dari kepolisisan sesuai domisili kepemilikan
kendaraan bermotor..

Pasal 34

(1)Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat mengajukan permohonan keberatan secara
tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

(2)Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (jam) setelah menerima
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban diterima
atau ditolaknya permohonan setelah mendengar penjelasan dari pemilik/pemegang
kendaraan.

(3)Apabila  permohonan  keberatan diterima,  pimpinan  petugas  penguji   segera
jmemerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak lagi
jdikenakan biaya uji.

(4)Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang
kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 33

(1)Jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada
pemilik atau penjegang kendaraan hal-hal yang meliputi :

a.Perbaikan yang harus dilakukan;

b.Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.

(2)Apabila perbaikan harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pemilik/pemegang kendaraan wajib uji diberikan batas waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari dan tidak dipvmgut biayauji.

(3)Dalam hal setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus,
uji ulang selanjutnya dikenakan biaya sebesar sama dengan biaya uji semula.

(2)Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
fasilitas dan peralatan pengujian pada unit uji statis maupun unit uji keliling.

(3)Pemerintah Kcta wajib menyediakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian
sesuai dengan peningkatan kebutuhan.
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Pasal 39

(1)  Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan
pencucian kendaraan bermotor diberikan izin sebagai Bengkel Terdaftar.

Pasal 38
*

(1)Selain bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan, perawatan
dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasai 37 ayat (2),
juga terdapat bengkel umum yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4).
(2)Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin penetapan sebagai

bengkel pelaksana sebelum melakukan beroperasi.

Bagian Keempat
Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor/Bengkel

Pasal 37

(1)Pemeliharaan, perawatan, dan/atau perbaikan kendaraan dilakukan untuk menjaga

kondisi kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2)Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bcngkel umum dan bengkel khusus.

(3)Bengkel umum dan bengkel khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh
beroperasi setelah mendapat izin dari Walikota.

(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan
oleh Dinas terhadap kelengkapari fasilitas, bengkel, serta dampak penyelenggaraannya
bagi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dinyatakan dengan

sertifikat.

Paragraf 2
Penilaian Teknis

Pasal36'

(1)Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis ;

(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku wajib bagi kendaraan bermotor
yang akan dilakukan penghapusan (dum) dan/atau kendaraan angkutan penumpang
umum yang akan diremajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3)Petugas penguji melakukan penilaian teknis terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor.

(4)Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil
Penilaian Teknis.

(5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kendaraan
bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)
setempat.
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Pasal 42
Ketentuan mengenai tatacara perizinan bengkel terdaftar, Bengkel tertunjuk, serta bengkel
pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 41

(1)Pemegang izin bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 wajib mematuhi dan

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Izin dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila:

a.Pemilik tidak mengajukan daftar ulang;
b.Terjadinya perubahan kepemilikan/pemegang izin;
c.Pemegang izin mengubah status izin tanpa mengajukan permohonan perubahan

status kepada Walikota;'
d.Usaha dihentikan karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-

\mdangan.

Pasal 40

(1)Izin bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berlaku selama bengkel tersebut
masih melakukan kegiatan usahanya dan setiap satu tahun sekali wajib mengajukan

daftar ulang.(2)Permohonan izin bengkel sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini haras dilengkapi

persyaratan sebagai berikut:

a.NomorPokJDk Wajib Pajak(NPWP);
b.Akte pendirian perusahaan untuk memohon yang berbentuk Badan Hukum atau

Kartu Tandh Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan;

n  ^nrot Tt?^ lUrrmot T TcoV^o <"<5TTT ^V •
^*  kj ^iH^^i X^LtXXX X\^XXXXJiXl^   \J JlUllt \ l^fX JL \^ I •

id.Memiliki alfau menguasai area tanah atau gedung yang luasnya sesuai rencana

bengkel kerldaraan bermotor;

e.Daftar peralatan yang dimiliki;
f.Daftar tenaga yang dimiliki; dan
g.Keterangan telah dilakukan pemeriksaan teknis oleh Dinas.

(2)Terhadap ben^kel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau
perbaikaft kenclaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan

diberikan izin ^ebagai Bengkel Tertunjuk.
(3)Bengkel Terdajftar, Bengkel Tertunjuk, serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan

laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.

(4)Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Walikota.

••j_
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•     Pasal 46

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, meliputi:

a.Pembinaan keselamatan lalu lintas bagipengguna jalan;

b.Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas ;

c.Analisis terjadinya kecelakaan lalu iintas ;

d.Penyusunan data dan informasf serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;

e.Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan laiu lintas ;

f.Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat.

Pasal 47

(1)  Dalam penyusunan program atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas,

Walikota dapat melibatkan:

a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;

BAB VI
PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINT AS

Bagian Pertama
Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 45

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Walikota menetapkan program
dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

o^mcoto iooV¥C*J At/ AAAWJ.AAiOtU.A^^^    /USUAA AAUAAAtt  U^ll^JX^l VAWAAfrtUA AAAWAAVCUAtUAAAAVCUA AVAUOAAAAVtlOA UU11 1AV/AAAVSA
izin.

Pasal 44

(1)Penyelenggara bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota,
Badan Hukum dan Perorangan.

(2)Setiap bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota

Pasal 43

Dinas melakukaa pernbinaan kepada bengkel meliputi:•

a.Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan layak jalan
kendaraan;

^.Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan

c.Peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
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a.Jarak tempuh;

b.Beban kendaraan yang diderek.

(2) Biaya sebagaimana dimakasud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 49
(1) Penderekan kendaraan bermotor dapat dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan

Bagian Kedua
Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 48
(1)Untuk menghindari tetjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya

kecelakaan dan/atau kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan
penderekan kendaraan bermotor.

(2)Penderekan kendaraan bermotor  sebagaimana dimaksud  pada ayat   (1)   dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan atau Perorangan.

fX\ 1^i*r>A(*rt*\r<r>    lr*nHoroon Vwtmrtrvr ^r^tirr  ^icAi*nfrrrorot^Qn ^>1V>    T^oHon oton P<rr>r^^^T^n
\~> J JL ^JUL^^\.J.^.AXiA^^ 1YWA^V1U^ C44^^X  %J^*klXA\J I^1 j UJL^^ Y^^^^A^ XX^f^XXl. LUYU^^ V1WU X^tX^XXXtl  XXXXXX^  X ^*. KMX XXXXf^XtXX^

harus mendapat izin usaha dari Walikota.

(4) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat  dilakxikan atas permintaan pemilik

kendaraan bermotor dan/atau atas perintah Dinas.

(2) PemerintaJi Kota wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas

sekurang-kurangnya meliputi:

a.Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas ;

b.Alat komunikasi;

c.Kendaraan Ambulance;

d.Kendaraan Derek^

e.Alat Pertolongan Pada Kecelakaan (P3K) ;

Aiat iain yang dibutuhkan.

Forum Lalu Lintas.

Badan Hukum atau Perorangan; dan

Organisasi Non Pemerintah;

Palang Merah Indonesia;

Rumah Sakit;

Perusahaan Asuransi;

Organda Kota;

t
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t>.   A wi.i.WtU.j^CUl. UUtA^IvClt. j^S^tlXJ CU1LU1 JUil^ ^HUllg,llAAVt*lAj

c.Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan Lalu Lintas;

d.Penyusunan rencana dan program.

(2)Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
melakukan survei lalu lintas yang terdiri dari:

a.Survei asal tujuan;

b.Survei perhitungan Lalu Lintas.

(3)Survei lalu lintas sebagaimaua-dimaksud pada ayat (2), dilaksauakan minimal 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

•1 :
•s

i
Pasal 53

(1)  Pengaturan lalu lintas merupakan kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada
jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:

a.Penetapan rute dan trayek angkutan penumpang umum;

b.Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;

c.Penetapan sirkulasi lalu lintas.

Pasal 52

(1)  Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:

a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan Lalu Lintas pada

tiap-tiapjaringanjalan;
ttrtrrl/-a+ tx1o^rQn^r> irann riiin
XXXX^fVXlX jJSXtXJ UX1IX11 J Ull^ X*1XX1

BAB VII
TEKNIK LALU LINT AS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 51

Pemerintah Kota merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan lalu lintas untuk
penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan selamat serta efisiensi

Pordtur^in U/aliVn^a
X UUILUUU II UIUXUIU,

(1)Izin usaha penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

(3) berlaku sdama pcrasahaaa terscbut inasih mclakukan usahanya dan s^lizp 1 (satu)
tahun sekali wajib di daftar ulang.

(2)Pemilik izin usaha penderekan kendaraan bermotor wajib mematuhi semua ketentuan
yang tercantum dalam izin;

(3)Ketentuan mengenai izin usaha penderekan kendaraan bermotor diatur dengan
T^J   ITT t M.^ .

Pasal 50
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iBagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 56
(1)Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas

yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan perlengkapan jalan, dan fasilitas

pendukung.

(2)Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Rambu-rambu Lalu Lintas;

b.Marka Jalan;
c.Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;

d.Alat nenaendali dan nenpaman nemakai ialan:
""* ***** ^* — **^^******** ****^^ J^* *>**^********* , .******.**** J .. • >— *^

e.Alat peiigav/asan dan pengamananjalan.

(3)Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan

Marka Man, rambu-rambu. jembatan atau terowongan penyeberangan;

b.Fasilitas parkir pada badan Jalan yang dilengkapi rambu dan Marka Jalan;

c.Halte;

d.Tempat istirahat (Rest Area);

e.Penerangan Jalan.'•

Pasal 55

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi kegiatan pemberian
arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuiuhan terhadap ketentuan yang teiah ditetapkan

sebagai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pengaturan dan penetapan lalu

lintas.

Pasal 54

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi pemantauan,

penilaian, dan tindakan korektif.

(2)Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a.Penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
b.Penetapan pembatasan masuk sebagian dan/atau seluruh kendaraan;

c.Penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu;

d.Penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;

e.Pembatasan Muatan Sumbu Terberat (MST) bagi ruas-ruas jalan tertentu.

(3)Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan ayat (2),
dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberian isyarat

lalu lintas.
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Pasal 60

(1)Pemerintah Kota berwenang memindahan kendaraan bermotor  di jalan untuk
menciptakan kondisi keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.

(2)Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dalam hal:
a.Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kej ahatan;

b.Kendaraan yang berhenti atau parkir pada j alan-j alan yang dilarang;

c.Kendaraan yang parkir di tepi jalan umum sehingga mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan;
& Kendaraan yang parkir dan/atau ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan lebih dari 8

(delapan)jam.
(3)Pemindahan kereta gandengan dari pinggjr jalan umvun dilakukan karena penempatannya

mengganggu fungsi j alan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.*!|A?

•      mm'

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan/kereta

Bagian Ketiga
Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 59

(1)Analisa dampak lalu lintas dilakukan untuk menghindari konflik lalu lintas akibat
teijadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu.

(2)Ketentuan mengenai analisa dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

(1)Setiap orang yang mengadakan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung harus

memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Walikota,

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

(1)Agar penyelenggara perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara
terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Dinas menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan

jalan dan fasilitas pendukung;
(2)Rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

¥
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kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
JbLALUA9 A LAUJ.1   J^^AA^Ab TV I I.AI.IAA JibllAXA J AAAA^ AAj.b.b AA^AAJLVAIXA i^C^biAtala  monft n^rtna
JbLALUA  A LAUJ1   J^^AA^Ab TiU i UUll^ li.Al.lll^or/a+(JAi

U1U UU1U
toion
JIAACULA

Pasal 62

(1)Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum pada wilayah Kota dan/atau
dengan fasilitas khusus berupa gedurig parkir atau taman parkir.

(2)Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada tempat tertentu pada badan

Bagian Kelima
Parkir untuk Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf1

Parkir untuk Umum

(1)Pemindahan kendaraan bermotor dan kereta di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal
60 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.Menggunakan mobil Derek yang sesuai dengan peruntukkannya;

b.Tersedia areal penyimpanan kendaraan dan kereta yang representatif;

c.Adanya j aminan keamanan.

(2)Dalam hal tidak dilakukan pemindahan terhadap kendaraan dan kereta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penggembokan/penguncian ban.

(3)Area tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berupa lapangan parkir yag dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan
yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan

yang memadai.

(4)Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi:

a.Pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau dengan seragam yang

lengkap;
b.Pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau

pengemudi kendaraan yang bersangkutan;

C.  A^AObWAAA AAAAV/AAAA1AOA p^.AAAAAAVAUAAUAA AV^^piAUlA j^AVAAAAAAAV^

d. Berita acara pemindahan penyimpanan;

^•A. Wll ^ll^^tM^^^l^ ^i. V*LTW4.1M^^MA A  ViV^lkMXl   M1V^1M Vl^lvVli A WMAAK^^UlM^ MV ^t    AVVA MifVUIIiil h^WA AA*>
kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;

f.Mobil Derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik
konstruksi, berat, dimensi, dan ukuran maupun daya mesinnya (power engine);

g.Pemindahan kendaraan yang melanggar  ketentuan berhenti   dan/atau parkir
dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama 15
(lima belas)  menit  kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan
kendaraannya ke tempat aman.

*h. Pemindahan atau penderekan dilakukan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan
pemilik atau pengemudi tidak memindahkan kendaraannya.

Pasal 61
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Pasal 65
(1)Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan

masuk kendaraan ke tempat parkir.

(2)Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut:
a.Setiap juru parkir bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak kerja;

b.Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau

tanda=tanda yang jelas dan lengkap;
c.Minimal 1 (satu) tahun sekali terhadap juru parkir dilakukan pelatihan ketrampilan,

disiplin, dan sopan santun pelayanan parkir.

(3)Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di
tempat parkir khusus yang dikelola oleh Badan atau Perorangan.

Pasal 64

Fasilitas  parkir  untuk umum yang diselenggarakan dengan fasilitas  khusus  harus
^n^,vn^,.na^,1.^an ral nol ^h^ffni n^*^l^-iif •xiiv^Juu^^iixaLiivaii ncu-iicu ^vuagai u^nxvui .

a.Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas

pada j aringan sekitarnya;
b.Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;

c.Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tahda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai,

nomor lajur dan Marka Jalan.

(2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Riiang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan
Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2), dilaksanakan dengan
memperhatikan;

a.Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian
rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan
lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;

b.Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air

harus diamankan.

Pasal 63

(1)  Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:*

a.Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;

b.Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan
> fdengan konfigurasi arah parkir sejajar, serpng 15, serong 30, dan serong 45;

f*    T^i-mrotaVar^ r\1o1-i ramKn-romVui r\^rntvfii1/'cm r%^r\r^r Ac^r\ \A<xr\r^ Toian
^*•   X^XXXJ LtbUJVUAi. \JXKtXX XXXXXXX/\X^XXXXXXXJXX ^/^l WU.i.CL4J.VUJ.A J^t&llVUL   \4CLi^ XTXCU.1VU. JiUCUlt

(3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir
dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan
pendidikan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntUkannya.
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Paragraf 2

Bongkar Muat Barang

Pasal 70

(1)Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-
tempat yang ditetapkan peruntukannya.

(2)Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berupa:

a.Ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;

b.Lokasi perdagangan dan industry serta lokasi pergudangan;

Pasal 67

Setiap orang yang menyelenggarakan parkir untuk umum wajib mendapat izin dari Walikota.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan parkir untuk umum ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69
(1)Setiap pengguna jasa parkir dengan menggunakan fasilitas untuk umum sebagaimana

Ai^^r^ri\rnvtA *snAn Donnt K o.r^f ("\ \ A*\^> o.fof ^O"\ A^\r^r^rt}^rt*^ ^A'f-^^^.c.i
uxuicuvauu yaxxa. i turn uu a^ai \LJ uau ajtxt. \^.) utivs^iicuvaii ivuiuuoi,

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa parkir untuk umum ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 66

(1)Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan dengan ketentuan :

a.Parkir yang diiaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah
Kota;

b.Parkit yang diiaksanakan di mar badan jalan dapat diiaksanakan oleh Pemerintah
Kota maupun pemilik lahan dan/atau fasilitas parkir

c.Pemilik lahan dan/atau fasilitas parkir dapat bekerja sama dan/atau menyewakan

lahan dan/atau fasilitas parkir untuk dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2)Penyelenggaraan parkir untuk umum yang diiaksanakan di gedung parkir atau taman
parkir maupun yang memanfaatkan fasilitas penduduk dapat berupa usaha parkir untuk
umum secara penuh atau usaha tambahan.

(3)Usaha parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan
oleh Pemerintah Kota, Badan atau Perorangan.

(4)Pemilik usaha parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib
membayar pajak parkir.

(5)Kendaraan yang parkir maupun ditinggalkan ditepi jalan umum sehingga mengganggu
fungsi jalan akan digembok dan/atau dipindahkan.
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BAB VIII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama

Pendidikan Mengemudi

Pasal 74

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan untuk mendidik dan

melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor menjadi pengemudi yang memiliki

pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisplin, bertanggung
jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 73

Ketentuan mengenai tatacara perizinan bongkar muat barang ditetapkan dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 71

(1)Pemberian izin bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan :

a.Dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan

jalan;
b.Tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.

(2)Waktu melaksanakan bongkar muat barang pukul 22.00 WIT s/d 06.00 WIT.

Pasal 72

(1)Izin bongkar muat barang berlaku untuk 1 (satu) kendaraan angkutan barang dengan

jangka waktu i (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(2)Permohonan untuk perpanjangan izin disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat

bslss^ hari ssbslum mssa. bsrlaku izin habiSi

(4)Pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dalam bentuk pemberian izin bongkar muat barang kepada Perorangan
maupun Badan yang memiliki atau menguasai kendaraan angkutan barang.

(5)Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam izin bongkar muat barang.

(6)Setiap orang hanya boleh melakukan bongkar muat barang pada ruas-ruas jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat izin dari Walikota.

c.Halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;

d.Lok^siproyekyangmenggunakanjalan-jalandikota;

e.Terminal barang.

(3) Ketentuan mengenai ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diatur

d    Psnttunni W^likotEt
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Pasal 78

(1)Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat
dilaksanakan melalui:

a.Penyuluhan:

b.Pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

(2)Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Kota dapat

mengikutsertakan:

a.Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;

b.Organda Kota;

c.PT. Asuransi Jasa Indonesia;

d.Organisasi Pengemudi;

e.Organisasi Non Pemerintah;

f.Badan Hukum atau Perorangan.

(3)Ketentuan mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 77

Untuk meninekatkan kualitas nelavanan anekutan umum. Pemerintah Kota melaksanakan

pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 76

(1)Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah hanya dapat dilaksanakan setelah
mendapat izin dari Walikota atas rekomendasi pihak kepolisian.

(2)Izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi berlaku selama lembaga tefsebut
masih menjalankan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib di daftar ulang.

(3)Penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi.

Pasal 75

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi selain dilaksanakan oleh pemerintah kota juga
dapat dilaksanakan oleh Lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
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Pasal 82

(1) Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a berupa
kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor).

Pasal 81

(1)Angkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf a
dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:

a.Trayek tetap dan teratur;

b.Tidak dalam trayek.

(2)Trayek tetap dan teratur sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.Trayek Antar Kota Daiam Provinsi;

b.Trayek Angkutan Kota;

c.Trayek Angkutan Perbatasan di wilayah perbatasan antar Kota Ambon dengan
kabupaten-kabupaten lainnya;

df  Trayek Angkutan Khusus.

(3)Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah : •

a.Angkutan Sewa;

b.Angkutan Pariwisata;

c.Angkutan Lingkungan.

Pasal 80

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor adalah:

a.Angkutan dengan kendaraan umum;

b.Angkutan dengan mobil barang.

BAB IX
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 79

(1)Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif,
disusim Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.

(2)Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
pada pengguna sarana angkutan inassal.
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Pasal 86

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 memuat:

a.Kode trayek;
b.Lintasan pelayanan atau rate yang haras dilayani;
c.Jumlah armada yang diizinkan tiap-tiap jaringan trayek;
d.Jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;

e.Terminal asal dan tujuan.

Paragaraf2
Perencanaan Angkutan Jaringan Trayek

Pasal 85

Pemerintah Kota merencanakan kebutuhan uelavanan anekutan vane ditetat)kan dalam

jaringan trayek untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan

teratur.

|Pasal 84

(1)Angkutan orarig dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.Ruang  muatan  dilengkapi  dengan  dinding  yang  tingginya  sekurang-

kurangnya 0,6 m;
b.Tersedia luas lantai raang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m2 per penumpang;

c.Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang berupa

isyarat bunyi (bel);
d.Memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang

(SKMBMP).
(2)Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh Dinas.
(3)Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada kondisi tertentu.

Anekutan Sewa denean kendaraan bermotor roda dua daoat meneeunakan ruang lalu lintas

pada tempat-tempat tertentu yang ditentukah untuk parkir setelah mendapat izn dari Walikota

yang diatur dengan Peraturan Walikota.

*

(2)Pelayanan Angkutan Sewa dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.

(3)Setiap pengusaha Angkutan Sewa yang melakukan pelayanan angkutan penumpang

•mraiVK YnxxmiliV-i Ititi yxooVi^ onnVutan
VYXX^XX/ XXX^XXXXXXJVX XXjXXX Xi^CXXXCX XXIX^jVlXUXXX.

(4)Pengaturan Angkutan Sewa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

m
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Pasal 88

(1)Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, Walikota
mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan jaringan trayek Antar Kota dalam
Provinsi.

(2)Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diumumkan
kepada masyarakat.

(3)Kerjasama transportasi jaringan trayek antara dua wilayah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan bersama yang meliputi:
a.Perencanaan, penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan ;

b.Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing

daerah;

C  PcrCnC^P2-^1^   ^^^! ^CnCt^T^^H ^fiT^^^ t^rn^tj^cfjTi *

d.Penetapan bagi hasil retribusiterminal perbatasan ;

e.Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

(4)Ketentuan Iebih lanjut mengenai perencanaan angkutan dan jaringan trayek ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Paragraf3
Pengadaan Kendaraan

Pasal 89

(1)Setiap jaringan trayek yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 88 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi peiayanan angkutan dengan
menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya untuk tiap-tiap jaringan
trayek.

(2)Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

eliputi jumlah alokasi, jenis, dan proto type, warna dasar kendaraan sebagaimana
ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.

Pasal 87

(1)Penetapan jaringan trayek yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan
hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.Kebutuhan angkutan;

b.Kelas jalan yang sama dan/atau iebih tinggi;

c.Tipe terminal yang sama dan/atau Iebih tinggi;

d.Tingkat peiayanan angkutan;,

e.Jenis peiayanan angkutan;

f.Rencana umum tata ruang;

g.Kelestarian lingkungan.

(2)Ufltuk kepentingan perencanaaii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota
menyelenggarakan survei lalu lintas (survei asal dan tujuan) sekurang-kurangnya satu
kali dalam lima tahun dan evaluasi angkutan setiap tahun.
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i,(1)  Izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2) huruf b berlaku seiama

f5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Penerbitan izin trayek dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusaa Izin Trayek.
(3)Kartu pengawasan memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap

.,kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan

kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan baik dalam
bentuk hibah, hibah wasiat, jual beli, maupun tukar menukar kecuaii karena pewarisan.

Pasal 92

\\

Pasal 91

(1)Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf a adalah izin
untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap

dan teratur maupun tidak dalam trayek.
(2)Izin sebagaimana dimaksud apa ayat (1) berlaku seiama perusahaan angkutan tersebut

masih melakukan usahanya dan setiap satu tahun sekali wajib di daftar ulang.

U(3) Setiap peinegang izhi usaha angkutan wajib:
*^a. Mendaftarkan kendaraannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Izin

Usaha;
b. Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan

mendapatkan Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA) untuk tiap-tiap kendaraan.

Paragraf4*

Perizinan

Pasal 90

(1)Setiap orang yang akan berusaha di bidang angkutan umum, wajib memiliki izin.

(2)Izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a.Izin Usaha Angkutan;

b.IzinTrayek;

c.IzinOperasi;
(3)Ketentuan mengenai retribusi izin sebagaimana dimaksud Ayat (i) diatur dengan

Peraturan Daerah tersendiri.

(3)Setiap orang yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan diberi izin jika kendaraan
yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(4)Pengadaan kendaraan harus sesuai dengan peruntukannya dan pembuatan karoserinya

harus dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri.
(5)Setiap   dealer/agen   yang   melakukan   pengadaan   kendaraan   dilarang

membangun/membuat karbseri sendiri,  kecuali  dealer/agen yang bersangkutan
memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapat izin dari Walikota.
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Paragraf 5
Peremajaan, Penggantian, dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 96

(1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan

kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan layak jalan, Pemerintah Kota dapat menyetujui peremajaan
kendaraan umum.

Pasal 95

(1)Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) dinyatakan gugur dan tidak
berlaku apabila:

a.Kegiatan usaha tidak dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

b.Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang dalam tenggang waktu 3
(tiga) bulan;

W  JLSA1C41YUAVUA1 J^^i.A^C4^U.U^ll. UUiU JpWlAAOWlYUClAA XJLtXXX  J^CCAAg VAAi^WCUCAVCCiA WjpWAUOl 1YW11UCU. UU11
melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan telah diberi peringatan secara tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali;

d. Memperbleh izin dengan cara yang tidak sah.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 94
i

k
CD Izin onerasi sebaeaimana dimaksud dalam nasal 90 avat (2) huruf c adalah izin vmtuk

mengoperasikan kendaraan yang pelayanaimya tidak dalam trayek.

(2)Penerbitan izin operasi dilerigkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Operasi.

(3)Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Izin Operasi Angkutan Sewa;
b.Izin Operasi Angkutan Pariwisata;
c.Izin Operasi Angkutan Lingkungan.

(4)Masa izin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipeipanjang.

(5)Izin operasi dan kartu pengawasan diterbitkan oleh Walikota untuk Angkutan Sewa,
Angkutan Pariwisata dan Angkutan Lingkungan.

Pasal 93

Izin trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 92 diterbitkan oleh :
a.Gubernur untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi, dengan persetujuan Walikota;
b.Walikota untuk Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan, dan Angkutan Khusus.
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Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peremajaan, penggantian, dan penghapusan
kendaraan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 100

Sesuai dencan perkembanean kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan anekutan

jalan peremajaan, penggantian ^endaraan dan penghapusan diarahkan pada penggunaan

sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 99

Atas pertimbangan keselamatan, Pem?rintah Kota dapat menetapkan penghapusan kendaraan
bagi kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Pasal 98

A A.LC4O S^AAAAAAAL4UAAA j^^V^AAAAA AAV AVVAAV11U. AMAAA^ A V^JiAWAAAAUAAA AV^IU UU^Ul AAAWAAJ VlULj Ul /^AAg^lAAALA14t A
kendaraan umum.

(2)  Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

a.Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan
dan/atau kendaraan hilang;

b.Penggantian kendaraan dengan kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

^^mHa*aar lama
1W11UU1UU11 JIUAACl.

Pasal97
i

(1)Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dajam pasal 106 dilakukan <^engan
memperhatikan:

a.Jumlah armada; dan

b.Jenis Armada.

(2)Peremajaan  sebagaimana  dimaksud  ayat   (1)   dilaksanakan setelah dilakukan

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

a.Atas permintaan pemilik kenddraan;

b,Kebijakan Pemerintah Kota; dan/atau

?   j,c. aspek teknis dan ekonomis kendaraan.
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Pasal 105

Dalam hal texdapat pembukaan konsesi galian golongan C yang baru, pengangkutan dapat
dilaksanakan dengan cara:
a.  Pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah

mendapat izin dari Walikota;

Pasal 104

(1)Asgkuiss hasil alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf c adalah angkutan
barang-barang umum hasil alam dari berbagi pelosok daerah melalui jalan-jalan Kota,
jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak

sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

(2)Angkutan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.Pengangkutan bahan galian golongan C;
b.Pengangkutan hasil-hasil industri dan/atau industri kecil;

^.  r ciigoiigkutmi iioan uuitui.

Pasal 103

(1)Angkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud
Pasal 102 huruf b adalah angkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan
perusahaan.

(2)Angkutan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :

a.Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta

dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
b.Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan pada Dinas sebagai kendaraan

perusahaan wajib memiliki izin usaha angkutan;

c.Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memiliki izin
usaha angkutan barang

(3)Barang yang diangkut har^s dilengkapi dengan surat mustsn ^leading list) dan daftar
muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

c.  Angkutan hasil-hasil alam.

^   II         u. /^ngiCutsn usrang perussussn Oich kendsrsan milik psrusshssn;

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 102

Angkutan barang adalab:
a. Angkutan barang umum dengan kendaraan umum;

-  i

i

,5

I i
I

!l
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Bagian Ketiga
Tarif Angkutan

Pasal 107

Dalam raneka penyelenggaraan angkutan ^jmum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

a.Tarif angkutan penumpang;

b.Tarif an^kutan barang^

Pasal 108

(1)Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 huruf a yang

beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:

a.Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
b.Tarif non ekonomi yang terdiri dari tarif dasar, tarif trayek, dan tarif pelayanan

tambahan.
(2)Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak daiam trayek adalah:

a.Tarif yang terdiri dari tarif awal, tarif dasar, dan tarif jarak;
b.Tarif sewa angkutan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia

dan pengguna jasa angkutan;
c.Tarif sesuai kesepakatan antara penumpang dan pengemudi untuk pengoperasian tidak

dalam trayek.

Pasal 106

Selain kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, kendaraan berat yang

hendak dimobilisasi dan/atau dipindahkan hanya dibolehkan melewati jalan di dalam kota
yang ditetapkan serta wajib menggunakan kereta pengangkut mulai pukul 22.00 sampai

dengan pukul 05.00.

i*tV<ni ^omi^t a^iVo^ l^/rrio+ar  oolion nr\\r\nrtf^r\    ^ cocnot  ^e
jtxll^, LV^lXV^llU. VUUUJKW UlUUUt  IVVglUUlll 5LUJ.CU1 5,\JXV/ll^<All  V/    ^WUIU n.^O

bersama;

5.Kegiatan operasi dibatasi sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat;

6.Setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin bongkar muat barang.
c.  Apabila kesepakatan sebagaimana dimakasud pada huruf c angka 4 huruf dan angka 5

tidak tercapai Pernerintah Kota dapat melakukan media^i untuk menyelesaikannya.

b.  Pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal

' *sebagai berikut:

1.Mendapat dispensasi dari Dinas;
2.Dispensasi dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan

yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;

3.Dilakukan perkerasan atau perkuatan j alan;

4.Pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyararakat
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Pasai 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABX
TERMINAL

Bagian Pertama

v  Perencanaan

Pasal 113

(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun barang serta terlaksananya
keterpaduan intra dan antar oda fransportasi secara lancar dan tertib, Pemerintah Kota
wajib membangun dan menyelenggarakan terminal.

^)\  T^rminal cA^onoimono ^iimot^cnri no^io oy^t /'1^ JJldi^lltl *

a. Terminal penumpang;

'  b. Terminal barang.

(3) Pembangunan dan penyelenggaraan terminal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 114

(1)Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan

kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.

(2)Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Penentuan lokasi;

b.Penentuan fiingsi dan/atau tipe pelayanan;

n

Pasal 111

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan

a. Organisasi angkutan darat;

is2si noti

Penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 dengan n^emperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 huruf b ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengguna jalan dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 109
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Bagian Keempat

Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 117

(1) Pungutan Jasa Pelayanan Terminal terdiri atas :
a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan

penumpang;

Bagian Ketiga
Penyclenggara

Pasal 116

(1)Penyelenggara terminal dilakukan'oleh Dinas.

(2)Penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud Ayat (1), meliputi

a.Pengelolaan;

b.Pemeliharaan;

c.Penertiban.

Badan.

Bagian Kedua'

Pembangunan

Pasal 115

(1)Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dilakukan dengan
mempertiinbangkan:

a.Rencana umum j aringan transportasi j alan;

b.Rencana umuni tata mang,*

c.Kapasitasjalan;

d.Ks^adatan laiu lintasj

e.Keterpaduan dengan moda transportasi lain;

f.Kelestarian lingkungan.

(3)Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan dapat mengikutsertakan

c.Penentuan rancang bangun, tata letak dan fasilitas utama, serta fasilitas penunjang;

d.Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;

e.Penentuan j aringan j aian.

(3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan dapat mengikutsertakan
Badan.

<
a   ¥

4

9W,
ft \\
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Pasal 120

(1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi

a. persyaratan adminitrasi;

BAB XI
^^JKENDARAAN TID AK BERMOTOR

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 118

(1)Kegiatan usaha penunjang pada terminal dapat dilakukan oleh Badan atau Perorangan
setelah mendapat izin dari Walikota.

(2)Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.Usaha makanan dan minuman;

b.Usaha cinderamata dan bahan bacaan;

c.Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;

d.Usaha jasa telepon, paket, dan sejenisnya;

e.Usaha penjualan tiket angkutan;

f.Usaha penitipan barang;

g.Usaha penjualan rokok dan minuman ringan;

h.Usaha pencucian kendaraan.

(3)Kegiatan Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.

a

Pasal 119

(1)Setiap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 wajib
mengurus surat izin tempat usaha.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara melakukan kegiatan usaha
penunjang di terminal ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

b.Jasa  penggunaan tempat   parkir  kendaraan  angkutan  selama  menuncgu
li %keberangkatan;

c.Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan penumpang

umum;
d.Jasa pemakaian fasilitas terminal selama menunggu kendaraan.

(2)Terhadap jasa pelayanan terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dikenakan
retribusi.

(3)Tata cara pemungutan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.*

-*

1*  I
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Pasal 123

(1) Pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 122, meiiputi pemantauan,

pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XII
PENGAWASAN PENGENDALIAN

Pasal 122

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan serta

untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas
dengan dibantu Satuan Lalu Lintas Kepolisian melakukan pengawasan dan pengendalian

operasional.

Pasal 121

(1)Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM) kendaraan tidak bermotor.
(2)Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor dikeluarkan oleh Dinas dan berlaku

selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengurusan Surat  Izin Mengemudi, kelengkapan

administrasi dan peneujian kelayakan teknis kendaraan tidak bermotor diatur dengan

Peraturan Walikota.

x.   cum. pcnugauui ueu^cm

(4)Persyaratan tata cara memuat barang sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sekurang-kurangnya meiiputi dimensi dan berat.

(5)Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan keselamatan, wama dan jam operasi
serta jalur operasi diatur dengan Peraturan Walikota

b.persyaratan teknis; dan

c.persyaratan tata cara memuat barang.

(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a terdiri dari:

a.Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor;

b.Plat nomor;

c.Kartu Pemilik.

(3)Persyaraian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meiiputi:

a.konstruksi;

b.sistem kemudi;

e.sistem roda;

d.sistem rein;.

e.lampu dan pemantul cahaya;
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Pasal 128
Setiap orang dilarang melakukan bongkar muat barang pada ruas-ruas jalan utama/

protokol tanpa izin dari Walikota selain ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 70 ayat (2).

Pasal 127
(1)Setiap kendaraan tidak bermotor dilarang beroperasi pada ruas-ruas jalan yang telah

ditetapkan sebagai kawasan tertib kendaraan tidak bermotor.
(2)Setiap kendaraan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud Pasal 120 ayat (1) dilarang beroperasi.
(3)Setiap orang dilarang menggunakan badan jalan dan/atau berjualan pada jalan-jalan

dalam Kota dengan atau/tanpa • menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak

bermotor atau yang dipersamakan dengan itu yang dapat mengganggu fungsi jalan

kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 126
(1)Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah,

atau mengurangi arti,  merusak, memindahkan periengkapan jalan dan fasiiitas

pendukung.(2)Setiap orang dilarang memasang benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat

menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 125
(1)Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan

keias, daya dukung serta tidak sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan

untuk jalan itu.
(2)Setiap Pengemudi dilarang memarkirkan kendaraan dan/atau melakukan aktivitas

dengan kendaraannya pada badan jalan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau

gangguan fungsi jalan.
(3)Setiap pemilik atau pengemudi kendaraan dilarang menggunakan badan jalan sebagai

tempat parkir dan/atau garasi atau tempat pemondokan kendaraan mulai pukul 24.00

sainpai dengan pukul Q5.QQ.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian lalu

lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan,

terminal dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.
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Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tanpa izin Walikota
menyelenggarakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 134

Pasal 133

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha penderekan sebagaimana dimaksud dalam pasal
48 ayat (3) tanpa izin Walikota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 132

Setiap orang yang tanpa izin Walikota membuka dan mengoperasikan bengkel sebagaimana

dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

BAB XV
KETENTUAAN PIDANA

Pasal 131

Setiap orang yang tanpa izin Walikota memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan Atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 130
(1)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 berupa teguran, denda

dan/atau pencabutan izin.

(2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan setelah diberi

peringatan tertulis.

BAB XIV

SANKSIADMINISTRASI

Pasal 129

Setiap drane vane melaneear ketentuan Dasal 37 avat (2\ nasal 63 avat (11 dan avat (2\ nasal

66 ayat (1) huruf a, pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 71 ayat
(2), pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), pasal 82 ayat (3), pasal 91 ayat (3), pasal 103 ayat (2)
dan ayat (3), pasal 118 ayat (3), pasal 119 ayat (1), pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), pasal 121 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

ll
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t

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

P^sal 140
(1)Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak

diundangkan.(2)Untuk mempersiapkan pemberlakuan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota bertugas
melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pengguna lalu lintas angkutan

jalan.

Pasal 139

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, pasal 132, pasal 133, pasal 134,

pasal 135, pasal 136, pasal 137 dan pasal 138 adalah pelanggaran.

Pasal 138

Setiap orang yang tanpa izin Walikota boleh melakukan bongkar muat barang pada ruas-ruas
jalan sebagaimana dimaksud daiam pasai 70 ayat (6) dan pasal 128 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah).

Pasal 137
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 dipidana
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 136
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) buian atau denda pahng banyak

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 135

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1)
dan Ayat (2) dipidana sesuai pasal 274 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (3)
dipidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
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Ditetapkan di Ambon

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 Desember 2011

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Pasal 141

Semua Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota yang sudah ada dan tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum

diadakan yang baru menurut peraturan daeran ini.

s   r
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Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasall

I.   UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota
Ambnn ^^rlrgwrPTmnann Hainm memhiiiit P^ratnr^n F^s^rjV> T^ntnntT Ppnv^lpno(r^raan

U.A^VXA AAA.AAVA* . t A^AAAAAA^AAAA XAV.AVAAAA AAAA^AAAA^ AAAAb A V.^.U.U.. A^UW.M.1 A Vl.HMA^ A WA^ V.VlA^^MAWUIl

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maksud pembuatan Peraturan Daerah ini agar terciptanya sistem lalu lintas dan

angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan

berhasilguna. SisterrA lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan
mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu

kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kota Ambon di bidang
Perhubungan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai manajemen transportasi jalan, sistem

pemeriksaan kendaraan betmotor, pencegahan kecelakaan berlalu lintas, pembinaan

pemakai jalan dan angkntan dan teknik lalu lintas. Pengaturan ini merupakan
penjabaran terhadap Undang-Uniang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dimana pengaturannya terbatas pada kewenangan Pemerintah Kota

Ambon.

TT    PASAT.nFMTPASAT.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR- 5TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
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Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pasal 4
Ayat(l)

Cukun Jek

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

A vat (A\

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat(l)    . -
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Ayat (2)
Cukup Jelas

A vat f\\
A v^" v-v

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Cukun Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat(l)
Cukun Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas
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Pasal 27
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jetes

i
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat(l)

i

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

i.
Cukup Jelas

P.nimn T#1

Pasal 25
Ayat (1)

i

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 24
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal22
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

I
Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Ciiirim
^^^ ^^ h*i ^~^ ^ ^

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal22
Ayat (1)

5*;I
1
m
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Cukup Jelas

Cukup Jelas

i
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat(l)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat(l)

Ayat (2)
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Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Pasal 45
Cvikup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

CuVrm

Pasal 39
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (2)
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Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat(l)
I

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 51
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukun

Pasal 49
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

PnVim

Pasal 48
Ayat(l)

Ayat (2)

Ayat (3)

A^nt (^\

Cukup Mas
Ayat (2)
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Cukup Jelas
XAVU V*JL V^
Hiinif A

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Hurufb

Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan
seperti kendaraan curian atau kendaraan yang terlibat dalam
tindak kejahatan lain seperti tabrak lari, penculikan, teroris, dll.

Huruf a

Cukup Jelas

Pasal 60
Ayat(l)

Ayat (2)

Cukup Jelas

i
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat(l)

i

Ayat (2)

Cukup Jelas

P.nkiin T.1as

Pasal 57
Ayat(l)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
i

Ayat (2)
i

Ayat (3)

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas
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Jelas

Jelas

Jelas

Jelas

Jelas

Cukup
1

fulnin
^^ MA\ **Jf

Cukup

Cukup

djlnm

Ayat (2)

Ayat (1)
Pasal 66

Ayat (3)

Ayat (2)

Ayat (1)
Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas

Ciilrnn

Pasal 63
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cuku'n Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)

i

Ayat (2)

Ayat (3)

Av?t (A.\

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (3)
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Cukup Jelas

Puinm

Pasal 72
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat(l)

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Mas
Ayat (5)

Cukup Mas
at

Cukup Mas

Cukup Mas

Pasal 70
Ayat (1)

i

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Mas

Cukup Mas

Pasal 69
Ayat (1)

i

Ayat (2)

Pasa! 67
Cukup Mas

Pasal 68
Cukup Mas

Cukup Mas
Ayat (5)

Cukup Mas

I
Cukup Mas

Ayat (4)

Ayat (3)
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Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Ayat (1)

f/niom

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Ayat(l)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat(l)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
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Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas "
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat(l)

Pasal 88

Cukup Jelas
Ayat (2)

Ayat (1)
Pasal 87

Cukup Jelas
Pasal 86

Cukup Jelas
Pasal 85

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (1)

Pasal 84

Cukup Jelas
Pasal 83

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Ayat(l)
Pasal 82

*

•

i

•*l
i
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Pasal 99
Yang dimaksudkan dengan penghapusan kendaraan adalah apabila kondisinya
sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, perubahan bentuk,

dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada barang serta

penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Cukup Jelas
i

jumlah j enrs maupun warna.

Kendaraan pengganti harus sama dengan yang diremajakan baik

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (1)
98

Ayat (2)

Ayatl^l
97.

Ayat (2)

Ayat (1)
96

Pasal

Pasal

.u<*~

Pasal

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 95
Ayat (1)

Hurufa
Cukup Jelas

Hurufb
Cukup Jelas

Hurufc
Vatia rli-mnlrcn^  Hpnoan  nr>frnQi  \rpr\Aart>art

ketentuan misalnya penggantian warna kendaraan dan pindah

trayek tanpa izin Dinas

Hurufd
Yang dimaksud dengan izin yang diperoleh dengan cara yang

tidak sah misahya tidak terdaftar  daa^atau izin yang
dikeluarkan tanpa rekomendasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas
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Pasal 105
Hurufa

PnVnn T^

Hurufb
Cukup Jelas

Hurufc

CukupJelas 

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Tacal 104

Pasal 102
Angkutan barang perusahaan termasuk di dalanpiya mobil box dan mobil

troPtop

Pasal 103

Ayat(l)
Cukup Jelas

A vat C>\

Cukup Jelas
<      Ayat (3)

Cukup Jelas

t
Pasal 100

4CukupJelas

Pasal 101
Cukup Jelas







Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 125

Ayat (1)
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Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Ayat (1)

Pasal 140

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat(l)
{

Ayat (2)

Pasal 135


